BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, dan untuk menyesuaikan kebutuhan
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, perlu
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas !
O Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 1
- 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja |
Pemerintahan Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahur
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 1643);
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8.

sebagaimana telah beber:

dengan Undang-Undang Nomor

Perubahan Kedua Atas Undang-LU 3 No:
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Len
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo
Tambahan Lembaran Negara Republik In
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tents

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tengan Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

'~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara:
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub!
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tamba
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2015 tentang Pengangkatan dan ;
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13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No
2016 tentang Struktur Organisasi dan
Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN -

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH

NAGARI.

6 Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Nagari diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah dan sisipkan huruf c ,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) |
huruf a dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh unsur staf
Q sekretariat yang melaksanakan beberapa urusan
. (2) Sekretariat Nagari terdiri dari 3 (Tiga) Urusan, yaitu :
a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
b. Urusan Perencanaan; dan

c. Urusan Keuangan

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah selingga berbunyi sebagai berikut
(1) Struktur Organisasi Pemerintah Nagari, sebagaimana tercan
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak te

[ .

dari Peraturan Bupati ini.
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Keluarga Berencana Kabupaten oebagojmm
2).

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b, diubah dan disisipkan Huruf ¢,

(1)

(2)

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam urusan

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:

a. Kepala urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti
melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan
administrasi perangkat Nagari, penyediaan prasarana Perangkat
Nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

b. Kepala urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan
urusan perencanaan meliputi ;

1. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nagari (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Nagari ;

2. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan Nagari dalam
pelaksanaan rmisyawarah perencanaan pembangunan
(musrenbang) di Kampung dan/atau di Nagari;

3. mengelola arsip perencanaan pembangunan;

4. mengumpulkan dan menganalisa ségala informasi dan data

sebagai bahan untuk menyusun Peraturan Nagari, Peraturan
Bersama Wali Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali
Nagari di bidang pemerintahan; '

. membukukan dan p.emberian 'n-omor tahun dan
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Nagari;
9. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Peny
Pemerintahan Nagari (LPPN) dan Laporan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Nagari;

10. menyiapkan bahan penyusunan RAPB Nagari;

11. membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah M

) Retribusi Daerah yang ada di Nagari bersama dengan instansi
terkait;

12. mengkoordinir pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dan membuat laporannya kepada Camat;

13. melaksanakan dan atau mengkoordinir pemungutan Pendapatan
Asli Nagari (PAN) serta melaporkan hasilnya kepada Wali Nagari
melalui Sekretaris Nagari dan menyerahkannya kepada Kepala
Urusan Keuangan;

14. membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang ada di Nagari bersama dengan instansi
terkait; dan

o 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

c. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan
Keuangan, meliputi :
1. melaksanakan fungsi kebendaharaan dan memiliki Nomor
Wajib Pajak atas nama Pemerintah Nagari;
2 menyusun RAK Nagari;
: penatausahaan  yang  meliputi
mcnyemrkan b memhayar dan
i pnnda.pa;m N
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berhubungan dengan
teratur,
f. mengerjakan buku kas umum, buku kas pemba

barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan atu
berlaku;

g. menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur; dan

i h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
‘ 4. Ketentuan Pasal 10 dihapus

Pasal 11
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan difRainan
pada tanggal | |27 dDesembey~ 2018

Dlundangkan di Painan
ggal al 27N M ber 2018

“MARIS DAERAH
P ’, IR SELATAN

Scanned by CamScanner



WALI NAGARI

SEKRETARIS NAGARI

L

KEPALA SEKSI —
KESEJAHTERAHAAN KEPALA URUSAN |

PERENCANAAN

KEPALA URUSAN

TATA USAHA DAN
umMum

DAN PELAYANAN

-

KEPALA KAMPUNG

KEPALA KAMPUNG
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